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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang 
efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, 
kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Fadlansyah Lubis 
Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 

selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : Pramono Anung 
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia 

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang 
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka 
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung 
jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta 
akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian 
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka 
pemberian penghargaan dan sanksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pihak Kedua, 
        Sekretaris Kabinet Republik Indonesia 

 

Jakarta,     30  Oktober 2015 
Pihak Pertama, 

Deputi Bidang Politik, Hukum dan 
Keamanan 

 



 

1 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 
DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 

 
No Sasaran 

Program/Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

 (1) (2) (3) 

1.  

 

Terwujudnya 
Rekomendasi yang 
Berkualitas di Bidang 
Politik, Hukum, dan 
Keamanan 

1. Persentase rekomendasi 
kebijakan di Bidang Politik, 
Hukum, dan Keamanan yang 
ditindaklanjuti oleh 
Sekretaris Kabinet 

100% 

2. Persentase rekomendasi 
kebijakan di Bidang Politik, 
Hukum, dan Keamanan yang 
yang disusun secara tepat 
waktu 

100% 

3. Persentase rekomendasi 
persetujuan atas permohonan 
izin prakarsa dan substansi 
rancangan PUU di Bidang 
Politik, Hukum, dan 
Keamanan yang 
ditindaklanjuti oleh 
Sekretaris Kabinet 

100% 

4. Persentase rekomendasi 
persetujuan atas permohonan 
izin prakarsa dan substansi 
rancangan PUU di Bidang 
Politik, Hukum, dan 
Keamanan yang disusun 
secara tepat waktu 

100% 
 

 

5. Persentase rekomendasi 
terkait materi sidang kabinet, 
rapat atau pertemuan yang 
dipimpin dan/atau dihadiri 
oleh Presiden dan/atau Wakil 
Presiden di Bidang Politik, 
Hukum, dan Keamanan yang 
ditindaklanjuti oleh Seketaris 
Kabinet 

100% 

 



 

2 

 

No Sasaran 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Target 

 (1) (2) (3) 

  6. Persentase rekomendasi 
terkait materi sidang kabinet, 
rapat atau pertemuan yang 
dipimpin dan/atau dihadiri 
oleh Presiden dan/atau Wakil 
Presiden di Bidang Politik, 
Hukum, dan Keamanan yang 
disusun secara tepat waktu 

100% 

 
 

Kegiatan Anggaran 

1. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden 
di Bidang Politik Dalam Negeri  

Rp1.181.923.000,00 

2. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden 
di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan 
Aparatur Negara  

Rp755.092.000,00 

3. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden 
di Bidang Hubungan Internasional 

Rp515.804.000,00 

4. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden 
di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi 
dan Informatika  

Rp921.809.000,00 

5. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden 
di Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, 
Hukum dan Keamanan 

Rp317.787.000,00 

Total Rp3.962.415.000,00 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pihak Kedua, 
        Sekretaris Kabinet Republik Indonesia 

 

Jakarta,    30  Oktober 2015 
Pihak Pertama, 

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan 
Keamanan 

 


